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SIARAN PERS MASTEL

7 Februari 2002

________________________________________________________________________

Pada tanggal 6 Februari 2002, MASTEL telah melaksanakan Rapat Kerja Tahun 2002. Rapat kerja dibuka oleh Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Bpk. Agum Gumelar dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang menghadirkan Bpk. Kwik Kian Gie sebagai Kepala Bappenas, Bpk. Djamhari Sirat, Dirjen Postel, Ibu Roem Lintang Suharto, Staf Ahli Menneg Kominfo Bidang Teknologi Informasi dan Dr. Dan Kirk, seorang konsultan investasi. Semua pejabat dan tamu tersebut di atas memberikan masukan yang berarti kepada Raker MASTEL yang selanjutnya diterjemahkan dalam Program Kerja MASTEL tahun 2002. Disamping membahas program kerja MASTEL untuk tahun 2002, Raker kemarin juga membahas beberapa isu penting dan kritikal yang berdasarkan observasi selama tahun 2001, dirasa perlu bagi MASTEL untuk mengeluarkan pernyataan sikapnya.

Pernyataan Sikap MASTEL tahun 2002 menyerukan hal-hal penting untuk ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah maupun DPR. Selain itu MASTEL dalam membuat program kerja tahun 2002 juga harus mempertimbangkan Pernyataan Sikap MASTEL tahun 2002 yang naskah lengkapnya terdapat dalam lampiran.

Pada dasarnya Pernyataan Sikap MASTEL tahun 2002 berisi hal-hal penting sbb:

· MASTEL mendesak Pemerintah, DPR dan para pelaku industri untuk segera mempertimbangkan perangkat perundang-undangan yang integratif yang mencakup bidang telematika (telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran) secara utuh. Hal ini perlu dilakukan mengingat terjadinya konvergensi teknologi dan jasa dalam bidang telematika.

· MASTEL mendesak Pemerintah dan DPR untuk merealisasikan terwujudnya UU Penyiaran dalam tahun 2002. Saat ini kondisi di industri penyiaran praktis sudah vakum dari hukum. Masalah frekuensi, diversifitas acara, kepemilikan silang dalam industri penyiaran adalah beberapa hal penting yang perlu dibahas. Oleh karena itu segera diperlukan UU Penyiaran yang baru. Namun demikian MASTEL berpendapat bahwa RUU Penyiaran yang saat ini dibahas masih perlu banyak penyempurnaan. 

· MASTEL juga mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera merealisasikan terwujudnya UU yang menegaskan kepastian hukum dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (Cyberlaw). Namun demikian diperlukan adanya koordinasi, harmonisasi dalam pembuatan UU tersebut diatas, karena saat ini terdapat dua naskah RUU yang terkait dengan Teknologi Informasi yang berbeda. Dengan adanya UU tersebut diatas diharpkan ada kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan diharapkan dapat mendorong pasar.

· MASTEL mendesak dan meminta Pemerintah untuk selalu melaksanakan azas transparansi dalam setiap pembuatan kebijakan dan regulasi dibidang telematika disertai dengan penciptaan lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan industri telematika di Indonesia. Dengan melaksanakan azas transparansi secara sungguh-sungguh, maka kesalahan-kesalahan dalam pembuatan peraturan, terjadinya diskriminasi atau penciptaan iklim berusaha yang tidak setara dapat dihindarkan.

· MASTEL meminta Pemerintah untuk selalu cermat dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang mencakup bidang telematika agar tidak terjadi inkonsistensi dalam pengaturan di bidang telematika. Kami melihat bahwa beberapa peraturan yang dikeluarkan tidak cermat maupun teliti dalam perumusannya, sehingga menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang sesungguhnya dapat dihindari. Sebagai contoh dapat disebutkan kasus pengaturan VoIP, tarif, serta pajak yang dikenakan pada investasi sektor telematika.

· MASTEL mendesak agar Pemerintah Pusat secara proaktif menjelaskan dan menegaskan  wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah terkait 

dengan bidang telematika dalam era otonomi daerah disertai penjelasan mengenai keterikatan Indonesia dengan badan internasional terutama menyangkut frekuensi baik untuk penyiaran, telekomunikasi maupun penggunaan lain. MASTEL juga mendesak Pemerintah Daerah untuk tidak menerapkan ekonomi biaya tinggi melalui Perda-perda yang menetapkan retribusi tambahan kepada para pelaku usaha telematika di daerah.  

· MASTEL akan terus memperjuangkan terbentuknya lembaga-lembaga regulasi yang mandiri di bidang telematika (khususnya untuk bidang penyiaran dan telekomunikasi). MASTEL akan mendesak Pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan Lembaga Regulasi Mandiri bidang telekomunikasi. MASTEL mendorong terbentuknya Lembaga Regulasi Mandiri bidang Penyiaran yang mungkin akan mengemuka dalam pembahasan RUU Penyiaran.

· Disamping hal-hal di atas masalah-masalah lain yang juga cukup penting adalah mengenai industri manufaktur nasional bidang telematika dan SDM.

Demikian siaran pers MASTEL. Kami berharap agar siaran pers ini dapat  menjadi bahan bagi rekan-rekan wartawan dalam menyusun berita di harian/majalah dan media lain tempat rekan-rekan bekerja.
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